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Salah satu fungsi pajak adalah untuk anggaran (budgetair) yaitu pajak
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pengeluaran yang
cukup besar terutama untuk belanja negara, porsi terbesarnya adalah belanja
pegawai. belanja untuk pendidikan, pembangunan infrastruktur serta transfer ke
daerah dan dana desa. Mardiasmo (2018)
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Subjek pajak atas PPh pasal 21 adalah pegawai, penerima yang pesango

memperolch penghasilan sehuungundenpn
adalah tanf progresif sesual
sakan semakin besar seiring

pemberi jasa. Sedangkan farif pajak yang digunak
dengan naiknya jumlah penghasilan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DFPP).
Ketentuan PPh pasal 17 yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi dalam
negeri dikenakan berbeda-beda sesuai dengan penghasilan yang diperoleh per
tahunnya. Berikut besaran tarif sesuai UU Pasal 17 ayat 1.




Tabel 1.1 PTKP Tarif lama dan Tarif baru

Tarif Lama (UU Pajak Penghasilan) Tarif Bari (UU HPP)
Penghasilan 0 - Rp 50 juta 5% | Penghasilan 0 — Rp 60 jula )
Penghasilan Rp 50 juta— Rp | 15% | Penghasilan Rp 60 juta—Rp | 15%

250) Juta 250 juta
Penghasilan Rp 250 juta—Rp | 25% | Penghasilan Rp 250 juta - Rp | 25%
SOHD justa (M) juta

asilan Rp 500 juta - Rp | 307

Penghasilan diatas Bp 500 juta

ik mencapai ketentuan PTKP. Meski sudah dirin
.._.-: 18] mﬁmﬂm 1 - ;

4. 500.00

d. Sefiap anggota keluarga sedarah yang menjadi tanggungan {maksimal 3
tanggungan) mendapat tambahan sebesar Rp. 4.500.000 Selain tarif,
status wajib pajak juga diperhitungkan dalam menghitung PTKP.



Dengan berlakunya harmonisasi peraturan perpajokan terbaru  dapat
mengakibatkan wajib pajak orang pribadi atau badan salsh dalam menetapkan
besaran lapisan PKP dan PTKP. Pajak penghasilan mempunyai tata cara dalam
kewajiban membayar pajaknya yang mana dimuat didalam Pph pasal 21 wajib

.--." atau ij# negara yang berasal .._. ' T

fian berupa perhitungan dan
pemotongan terjadi perselisihan data perhitungan yang tidak sesuai tarif PTKP
pada PPh pasal 21 atas gaji karyawan dan pemotongan PPh pasal 21 yang tidak
sesuai dengan UU Perpajakan No 36 tahun 2008. Sedangkan hasil penelitian
Ariandini, (2022) dalam “Analisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh

21 pegawai dan dosen tetap tahun 2016-2017 di Politeknik TEDC Bandung"



menyatakan bukti bahwa penelition berupa perhitungan, penyetoran, dan
pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di politeknik TEDC Bandung tidak sesuai
dengan undang-undang perpajakan, dimana dalam perhitunganya PPh pasal 21
masih belum menerapkan perhitungan yang ditetapkan Oleh Undang-undang
bayar. Berikutnyayfasil penelitian Kumia, 2019) dalam “Anatisis Perhitungan,

althan dalsm Perhifungan Pajak Penghasilan pasal 21 pada PT. X,

perhitungan pajak PPh 21 pada instansi pemerintah dalin bal ini di Polda DIY.
Berheds dengan penelitian sebelumnya objek penelitian dala
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pajak PPh 21 Pada Pegawal



1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang dipaparkan dalam latar
belakang. maka peneliti menarik pertanyaan untuk melihat upaya meningkatnya
kepatuhan wajib pajak dengan faktor pengetshuan perpajakan dalam penerimaan

pasal 21 pada polda daerah istir sakarta
Peraturan Perpajakan untuk PPh pasal 21 pada polda daerah istimewa Yogyakarta,



1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teortis

Peneliti menjadi lebih tahu seperti apa tata cara menghitung pajak PPh 21

Pph pasal 21

c. Bagi akademisi
Penelitian ini diharapkan bisa memperoleh bukti empiris dan dapat
menjadikan bahan referensi untuk peneliti lainya, serta berguna sebagai
bahan peneliti atau evaluasi untuk peneliti berikutnya.



1.6 Sistematika Penullsan
Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang akan dibahas sebagai berikut.

BAB 1 Pendahuluan

BAB V Penutup

Bab ini akan mendiskusikan mengenai sub pembahasin vang terdiri dari:
Kesimpulan dan saran penelitian dari peneliti.
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